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MOTTO 

 

“Jadilah Seperti Padi, Semakin Berisi Semakin Merunduk” 

(Filosofi Padi) 

 

*** 

 

“ Dari Desa untuk Indonesia”   
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Abstrak 

Secara konstitusional, keberadaan Desa diatur dalam Pasal 18B Ayat (2) 

UUD 1945 yang mengatur bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-

kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 

masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, kedudukan 

Pemerintahan Desa selalu menimbulkan perdebatan. Diatur dalam Pasal 5 UU No. 

6 Tahun 2014 Tentang Desa, bahwa “Desa berkedudukan di wilayah 

Kabupaten/Kota”. Hal ini menimbulkan persoalan mengingat kedudukan desa 

sebagai satuan pemerintahan yang memiliki otonomi, berada di dalam wilayah 

Kabupaten/Kota sebagai daerah otonom. Dengan kata lain, daerah otonom 

melahirkan otonomi baru.  Sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) UUD 

1945 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah 

propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota. 

Kemudian terbitlah UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang 

merupakan turunan dari Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

metode penelitian hukum Normatif. Adapun pendekatan yang digunakn adalah 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. 

Hasil pembahasan dari skripsi ini adalah kedudukan Pemerintahan Desa 

berada di bawah Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) dan 

ayat (2), mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 

Daerah provinsi dan Daerah provinsi itu dibagi atas Daerah kabupaten dan kota. 

Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas 

kelurahan dan/atau Desa. Sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak 

boleh bertentangan dengan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Otonomi Desa 

berbeda denga otonomi daerah yang menganut asas desentralisasi sebagai acuan 

utama. Pemerintahan Desa lebih kepada Pemerintahan yang Semi-Otonom, 

dengan menggunakan asas rekognisi dan subsidaritas.  

 

Kata Kunci : Kedudukan, Pemerintahan Desa, Pemerintahan Daerah. 
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